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KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM
BAGI MASYARARAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57, Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68 B dan 69
C, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasa
60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur
tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara
untuk mcmperolch bantuan hukum dan negara
menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan
yang tidak mampu serta pembentukan pos
bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri,
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha
Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu;

b. bahwa Mahkamah Agung Rl dan Badan-badan
Peradilan yang berada di bawahnya harus
memberikan akses yang seluasluasnya kepada
rnasyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk
akscs  untuk memperoleh keadilan bagi

rnasyarakat yang tidak mampu;



c. bahwa untuk memberikan akses yang seluas
luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu
maka Mahkamah Agung dan Badan-badan
Peradilan yang berada di bawahnya bermaksud
menyelenggarakan kegiatan Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung
tentang Pemberian Layanan Hukum  bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Mengingat : 1. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In
De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad
Tahun 1927 Nomor 227);

2. Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad
Tahun 1941 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4282)

5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076);
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5. Undang-Undang fNoamor 49 Tahon 2009 Teniang
Perthahun Kedua Atas Undang-Undang Nosior 3
Tahue 158G Tentang Peiadilun Urnim (Lembaran
Megara Reoeblik helopesia Tahon 2009 Nomor
138, Tambahan [lembaran Negara  Repeblik
Indoncsia Momor 507 /),

Fo Undang-Uedang Nomar 30 Tabun 200 Terlang
Frrubahan Kedua aras Undu=np-Tindang Nomor 7
Takbun L989 Tentane l'eradilan Agarna [Lembaran
Mughurs Republik Tndenesia lahun 2000 Namar
1349, Tambahan  Lembaran  MNegara  Republik
Inconesia Momor S078);

H. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedus Atas Undanp-Undang Nomer 5
Tahun 1986 Tenlung l'eradilan Tata Usaba Negara
[Lembigrar:  Megara Republik  indonesia  ‘Falmin
2U09 Momor 160, Tambahan Lembaran Megara
Eepublk [ndonesia Nomos 507985

9. Unwlang-Undzng Nomor 16 Tahon 2011 Tertang
Bantoan TTulum  (Bembaran Nepgar  Repuhlik
Indanesia Tabun 2011 Noumor 104, Tambahan
Lembaran Nepgara Republik  Indonesia  Momor
D248,

0. Peraturen Mahkamah Agunp Nomor 2 Tahun
2005 Tenang Biava Proses Penvelesaian Perlara
dan Pengelolaannya pads Mahlkamak Agung fan
Badan Feradilan yang Berada dibawshnya,

il Pedoman  Teknis  Administrasi Jden Tolnis

Peradilan Ureum, Ageng, dan Tata Usaha Nepara;

Mempernatizare  © Rapal Plens Purpinan Mahkamah Agung Reopubflik

Incddemesia lacppal S Jangari 2014



MEMUTUSEAN:

Menclapkan @ PERATURAN MAHKAMAIL AGLUNG TIENTANG PEDOMAN

PFEMEBERIAN LAYAMAN HUKUM SAGL MASYARAKAT
TIDAK MAMPU DI PENGADTLAN

BAB |
KETENTUAN TIMUM

Pasnl !

Dalam Pedoman ini, yang dimaksad dengan:

(1} Pemiberian  layanan  likum bapi masyarakal tidak mampa d:
Penpadilan meliputi Layanan Pembelsun Biava Peckars, Sidang i
Luar Cedubp Pengadilan, dan Posbakom Pengaditan di lrigrkoumgzan
Feradilan Umam, Peradidan Agama duan Peradilzn Tara Usahs MNegira.

(2] Tayanan Pembebasan Biaya Purkara berlaka puda tingks portama,
lingial bandimg, dngkal kasasi dan peninjavan kem bali, sementara
Sidang di Laar Gedung Penpadilan dan Poshalkam Penpgadilan hanya
berlakewr puada tingkat pertama,

(3} l'engadilan adalah Fengadilan pada hingkungan Peradilan Uhnum,
Peradilan Apama, dan Peraditan Tala Usaha WNepara,

(4} Tayanan Pembebasan Biaya Prerkara adalsh NCEArA N nllgprng
biaya proses berperkara di Penpadilan gsehinygps scliap arang atau
sckelompok crang  yang  tdak Mmampu  secara celonomi  dapar
hwrperkara sccara cuma-cuos.

(] Sidsng di Tuar Gedung Pengadian adatah sidang yang Glaksunakan
sccara terap, borkals atau sewaklu-woakto oleh Penpadilan di suarn
lempat ¥ang ada di dalam wilavah hukumovs letapl di juwr tempat
sedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sulang Keliling aran

Sudeng ol Termpal Sidang Tetap,
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Pogleburm Pengadilan #dalah layanan yang dibentuk olch dan ads
pada setiap Penpadilan tingkat pectama uniuk memberikarn lavanan
aubkum Berups infonoasi, koosultasi, dan adwis hukum,  seris
oembuatan  dekumen hukum vang  Sibutchkan  sesuai fJengan
prraturan perundang-undangsn vang sengatur leniang Kelovusaun
Kchakiman, Peradilan Unram, Peradilan Agama, dan Peradilan Taca
Ueahy dNocgara.

Fetugas Posbaleam Pengad:lan adalah Pemnler lavanan di Posbakum
Fengadilan vang merapakan Advoleat, Bariana |lukom, den Barjara
Bysri'ah yvang berasal dari Eemboga Pemberi Lavenusn Posbokum
Penpadilan yang bekeriasatma dengan Pengadian dan beriupas seagaj
dungan kesepakatan jamm lzvanan Posbalogm Pengadilan i dalam
Ferjanpan kerjasama tersetnd.

Lembags Pember Layanan Posbakum Pengsdilan adalah lernilaagzs
riusyaraltatl sipil peneedia advekasi hulkuam dan/fatay unit keria
advokasi bhukum pada organisasi profesi adwolat don Jarauw lembags
lon=ultas: dan bantuan hukoam di pergucnan zingi.

Fencatatzn dan Pelaparan Layanan Hukum bagi masyarekar sk
mampun adalab proses penwulntan setiap bentulk Lavanan MHulkuro
bag masyarakal tidale mampu dalant repisier dan LETERAINAD Fatg
dilakukan oleh pelupas pensadilan parla sefiap Mengadilan berisi
segale informasi dan data vang berhubungen dengan permintast dan
pemberian lavanan bukun bag masyarake? ldak mampu,

Bistern Data Layanan Hokum bagl masyarakat tidak ENanipl acalats
kumpulan deformast kerpusal dun terpady mengenai permintaan dan
pemberian  Leyvanan Hukum  bagl  masvarskat  tidule AT
berdasarkan  Pencalstan  dan  Polaporan Layanan Hukum bagi
magyarakat tidak mampu, yung dikeloly dan dilkeocdinasikan obeh
Direictorar Jenderal pada masing-masing Inpkunpgan Bacan Peradiian
Lmum, Peradilan Apama dan Iferodilan Tata Usaha Nepuara dibaswah

Mahkamat: Agung secara manoal maupun eleltronik,
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BAB 1
ASAR TUJUAN AN RUANG LINGKUI?

Paszal 2

Layanan Hukim bagl masvaraka? liduk mampu berasaskan:
L. HKeadilan;
medorhana, cepal, dan bioya oieoan;

Mo diskoriminialel;

B

TratispA ransi:
20 Aloanrabalitss;

G, Fioktvitas dao efisicns:;

-1

Nertangeung awah; dzn

&.  Prolcsional.
Pasal 3

Tjuzn Layacan Hlukum bagt masyarskat lidak mampu di Peogadilan

adash anibse

4, Menegankar bebsn blaya yang harus ditanpoung oleb masvamloar
yang tidall mampa sceara cxonomi di Pengaditan,

la. Meringkalkan akses rerbadap xeadilan Twgl measvarakar yang sl
atat  fwdalk mampu menjangkan pedung Pengadilan akilm
keterbaizsan biava, fisilk atau geografis;

o Memberikan kesempatan  kepuads massvaralac yvang tidak mampn
mengakses  Honscllasi bukum ueluk memperoleh  informasi,
kuonsuktasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam monyalani proses
huilavm di Pesgasdilan;

. Memngkatkan kesadaran dan puempetdhusn  masvarakar  lenfang
bukum melalod penghargaan,  semenuhzan dan perlindungan

terhadap hak dan kewajibannye; dar:

]

Member:kan pelayanan prima zopada masyacakal penoear keadilan.



Faszat 4

Huatg lngkup Layanan Hukum Dagi masyarakat tidok mampu  di
Fenpadldan erdivi dar:

1. Layanszn fembcbasan Bagya Meriara;

2. Penyelenpgaraan Silang d Lusr Tredung Pengadilan; dang

3. Penyediaan Posbaixom Pengaditan.

Paaal o

Penyelengpara perlerian lavanan hukum bugi musyarakat tidak mampu
dr Pengadilun adaiab Ketua Penpadilan, Paniteca/Seleelaris, Petuigas

FPosbakumn Penpadilan dan atal Pengadilan vang terkait latnnya.

Pasal &

151 Selurub bigve untuk melaksanakan layanan hukum bapi masyHrakat
tdek mampn di pengadilan dibebanksn pats negara  mealalui
anggaran Mabkamab Apunp R,

] Mahkarnoh Apung dapal meiaksanatan kegiatan layanasn  bagi
masyarakal tidak wammg ¥Yang sumber anggarannya berasal cad
pihak {ain sesuad ketentoan PETATULAn potundang-vedangan yanp
brerialon.

{3 Hal-hal ieknis  menyanslkut reagelnlaan kegiatan layanan  bag
magyarakat tdak mampu vesg sumber ANEEArAITvS, [erasyl das

[rhak lain akan diatur lebih lanfur dalam Petunjuk Teknrs,

BaB ITT
LAYANAN PEMBEBASAMN BIAYA PERKARA

Bagiun Satt)

imurm
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Mawal ¥

Peoorima Layanan Permbelresan Blava Perkaos

{11 Senap orang alau sckelompeok orang vang sidak mampu secara
eionom dapat mangajokan nennchonan pentbobasan biaya perkara.

(21 ldak mampe secars skenom: schagamaona dimaksud pada avar [13
cibuklikan dengan:

g, Surat Kelerangan Tidale Mampu [BKTM) vanp dikeluarkae oleh
kepals Desa/!lcrab/Kepala wilayah seiempat vang menvataloan
bBabws benar yang berzanglutan ldak mampu membaysr bioya
TErRATE, fAlHLL

B, S2ural  Keterangzn Tunjangan 2esial lainnys scportl Kartu
lcivarga Miskin (KKM), Karie Jaminan leschatan Maszyvarzsloas
LJemibesienAz=], Rarin Heras  Miskin  (Raskin, Karbg Progrom
Kehlarga Harapanr [PRH], Kartu Banfan Langsunp Tunai (2T,
rarte FPerhodungzan Sosial (KPS), aag dokumen lainoyva yung
serkAatar derpgan daitar pendoeduai miskin dalam basis dals
rerpadl pemenntal ataw yarg dikeluarkan nleh instars lain yanyg
oerwerang unluk memberkan keterangan tidak inampu.

(3] FPembuertian lavanan sembebaszan blaye perkara dapal dilaksanzkan

sesual kkeburchare o setiap fzhuan anggzaran

Haglan Lun

Frosedar Layanum Pembehasan Biaya Verkara
Pognl 8
vayanan embebasan Biaya Perkers dilaksarskan melaiol pemberian
oantuan rava penacganan perkara vang cibebonkan pade anwparan

satuan Penpadilan.

Fasal @

Froswedur Laysnar Pembebaszan SBiava Porkersn pada Pengadilas snegkat

Prriams
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(1]

Dalam hal perkers perdata, perdata agama dan tacta guagha TCEara,
Pengergat/Pemohon memgajukan permohonan Pembebszan Eiaya
Perkura sebeluny sidang pertama scoary teriulis aray scbolam sidang
persinpan khusus untalk perkara lata usaha NERHE.

Apabila Tergugat /Ter-ohon mengavukan permohaoan Pembebazan
Binya Perkara, make Forohenan ity disasmpailan secars teronlis
sebelur: menyampaikan jawaban atas Eugaran Pengpupat) Pernohon
Permohonzo Pombelosan Hlaya Perkars sebapaimany  dimaksud
macs avat (1) don (2 diajukan keoadsa [ctua Pongalilan mellui
Acpanileraan dengan melamoirkan bukt lertulis erupa dakumen
schaguimana dimakeud delam Pasgal ayat {2,

Paritera/Sekretaris metoemksa Lelayvakan pambebasare DlEya perkare
dan ketersedinan BLES rA.

Kema lenpadilan berwenang vatuk nwiakokan pelmrenkszan herkas
berdasarkan pertimbacgsn Paniteca/ Seloetaris sebagaimana
dimaksud pada ayut (4] dan mengeluarkan Sorat Penetapan Lavanan
Pembebasan Bisya Perkera apebila permohonan dileatnglican.

Dalam hal permchocan Pembebasan Biava Porkaras ditolak, mais
nroses berperkara dilaksanakan sebapmimana perkara, biass,
I'enetapar:  Loyanan  Pembelasan Pinya Perkara  sebagaimana
dimaksud pada axat (5] berlaku untuk porkara yanyg sama yang
digpukur e tingkat banding, kasasi dar fataz peninjauan kombali,

dengan mermperlimbanghan kelersadingn EIEIHETAT.

Pagal 10

Provedur Luyanan FPembelusan Hinya Perkara pada Tinglat Banding,

Kazosi, don Peninjanan Kembalj

Dalam hal perkara tewh ditetaplean scbagni perkars bebas biaya aleh
Peapadilan tingkst percams sebagaimena ditmabeud dalam Paswl O
aval (5], pengajuan memos barciing atuu kontra mermaori Banding
unluk berperkarg secary bebas biayva haras diserral Surat Penetlapan
Lovanan Pembehasan Biayn Perleara vang dikeluarkan cleh Keiuo

Penyadilan tinglar pertamy
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Dalam hal perkara relah ditetapkasn sebhagrat porlara Sebas biaya oleh
Pengadilar tingkat pertama schagaimana dimaksud dalam 1"asal S
avat {5), perpajuan memorl kasasi atau Lonlea menori kasasi Lniuk
Lerperkara secsra Lebas higva harus disertai Surai Fenelapan
Layanan Pembcbasan Blays Perlara yang dikeloarkan oleh Ketua
Prengadilan tingkat perrains,

Dalar bzl peritarg 1eluh ditetaplan sehagai perkara bebws biaya oleh
Fergadilan cingkat pertama sehaganimana dimaisud dalam Fasa] G
ayal [, poengaiuan senon peninjauan Kebalr 2lay kontra TRETIONL
Deriniauan kembali yntal herporikata secara bebas bigya hars
tiscrian Burat Penelapan Lavanan Pembebasan Playa Ferkara yang
dikeluarken oleh Kelug Pongadilan tingkul pertarma.

MFalam ha! permehonsan pembebasan beaya perwars diajuban antl

pertama kall di cingkat banding, kasasi, azan penimjauan kembali,

maka  permmohonsn  dilakukan  segern  sctelah putusan  hingkal

sebelumnya diterima dan selelom memon ataw kentra fmomort
ciagukan.

Permobonan Pembebasan Disya Perkara schagamana  dimalesed
Daci. ayat (4) diajukan kepada Ketus Pernpadilan lingkat periama
melalil Kepanilerasn denpan melampirkan buko dertulis  erupa
dokumen sebagaimans limalkesud dolam Pasa) 7 avat (2.

Ketux Penpadilan tingkat perfama berwensng untuk melalolkas
rerneriksaan Lerlas sebapaimane dirmaksud rada aval (5 sebagai
portimbangan dan menpeluarkan Suamat Fenctapan Layanan

Pembebasun Biays Perlkara apabila permohonan diksbulkan,

Buglan Tiga

Pernlayaan dan Pengsnpgaran Luyanan Pembebasin Diava Meckara

Pasai 11

Kompunen Pemnbiayaan Layanan Pembebasan Blayva Perkara

Komponen biaya sebapal akilial dari Pembebazan biava perkara
leradiri clari
#. Maleral,

- G-
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L. Biava Pemangyiizn paca pihale

4. Buaya Pemberitalhuan Ts) Puiuszan:

. Biaya Sita Jaminar:;

e Biaya Permeriksaan serempat:

Miaya Baksi Al

¥, Blaya ¢ksckuisi:

I, Afar Tulis Korror A TE)

1. Pengrandazn/ folo copy berkss prrkara dan surdl-sure! yang

berkaitan <lengan heckas perkars;

I. Pengzondaan salican pralusat;

. Pengiriman pembentahuan normor regisier ke Pengadilan Pengajn
dan para pikalk, salinan putusan, berlias perkars danr sural-sural,
laan yarn dipAndang perly;

Pemberkasan  dar penjilidan berkas perkary  yang  telah
tirninutnsi: dan

m. Fengudaan perlengkapan keria Kepunitersan vang habis palai,

Dalam hal permehonan Pembebasan Diaya Perkara dikabulkan,

PEnCTisd lavanan petubebasan brava perkars tidake akan dipungur

Biave Pendafaran Peckara, Biayn Redaksi dan Leges dan PEMETIMAALn

negara buken  pajok lainoya  beedasarkan ketentlan  pesaturar

PEMUNCGANE-WIanEan yang mengatur tentang Jeniz dan Tarid atas

Fenerimaan Nepara Bukan Paialk ¥Yane Berlaqka pada Mahkamah

Apnng dan Radan Peradilan vitng Berada of Bawahnya.

Pernegany  kas tuzva perkars  mencatatkan Tara Pendaltarac

Ferkara, Bisva Recdeksi dan Lepes wobagaimana dimakesud pada wwit

2] sehapal nihii,

hompnnen  lidyva sebagaimana  dimaksil pada  wyat [l) ndak

dibebankan prada pibiak yarg herpericara,

Pasad 12

Mekanizme Pembiayaan Laganan Pembebasan Biayve Perkara

Apabila  peoinchonen Pembebaesrs Biaya  Porkara  dikabulkan

schageimane dimaksud Zalaim Pasal Y aval (9. salinan Penrapan

1% -



(3

Layuesn  Prinbcbasan  Biaya  Derkars disershkan Eepoada
Panitera/ Sekretaris seialon Koaoy Pengguna Anggaran.
Fandera/Sekretariz selalu Kuasa Fenggina Anpearan  memlniag
Surat  RKepuarusar untuk membebenian Iiaya perkars e pada
ANEAZATIN NEgaTt.

Ferdasarkan Surat Kepoiusan sehagaimans dimaksud pada myat {2,
Bendahara Pengeluaran menyerahikan lHaya Layvunun Pembobasan
Tiiaya Perkara kepads kasit schesar yang lelab dileniakan damm
Surat Beputasan,

Apabils keouruhan biava perkacs melchihi eanjar bisya porkara yang
relalh ditertukan Jdaism Seoar Kepaiusan, maka Panilera/Seloreiaris
dapat membuar Sorat Kepuiusan unluk menambal pargar biaya

padla porkaca vang sama.

T*a=sal 13

Mekanisme Pongrunaan Anggaran Layanan Pembebnsan Biaya Perlara

(2]

i

[

Letule kepentingsn perencensan dan PenEangparan,  seliap
Peagadilan  menentukan ansgaran Lavanan Pembebasarn Biaya
Parwara bordasarksn perkeraan satuan tiaya dan perkivaan jumiah
perlara, disesuaikaer: dengan oroses Perencanaan dan pengangearan
vang lerlalos.

Ketun Pengardilan bewenang menetapkan Desaran saiuan biaya
sczual dengan kondis wilaval TSI NE- T sing.

Unluie  zepentingan  pelaksanaan, setiapy  Penpgadilan  dapar
mengpunakan  angparan  Lavanan  Pemlebasan Biaya  Perkara
berdasarkan biaya aklual setiap perkara selama tidak kurany dari
target jwmlzh perkara dar tidak roelewaci jwlalh anggaran vang
torsvriia pada Anpgegsran Satuan Peagadilan  dan ketentuan-
keteatuannya.

Bisw anpgaran schagaimana dimaksied pada ayat (3] dapat dipimakan
unluk Layanan Pemmbebazan Bilava Perlkara lainnya.

Dalam  hal talun anggaron  berakbe, namuo porlare  yang

dibebasican  bigyanya  belumr diputue gleh Pengadilan, mska

17 - W



Bendabira Menpeluaran menghitung dan mempertangoungiawablan
Linya perkara yang sudah berealiss peda tahun anggaran terseb).

(B Zzntuan bisva secksra untuk verkara sebugaimany dimaksad padla
ayat (3] dapar dilanjurkan pada tain anggaran berikulnya denpan
MErgRUNaLAN angrardn dart lshun Lersutnya tersetn)

(7] Erndahara pzngeluaran renyimpan seluruh bukti-buri PNl e
sebagal buko perlansgung jJawaban kendngun.

{1 Bendahara  pecpeliaron  mencates semua Diaya yang  welah
dikeluarkar untux Layanan  Pembebasan Braya Derkara dalarm

penlakuan yong discdiaian unmak it

DAM [V
SIDANG DT LUAR GEDUNG PSNGADILAN

Bragian Seru

ngm

Paszal 1+

Peiierima Lavanan Sidang di Luar CGiedung Pengadilan

Pengadilan  dapa!  melaksanakan lavanan  sidene di  loar gedanpg
nengadilan untok mempermudah RETEP warga negsea vang tidal mampu
drey sult meryanekay okasi kanboc Pengadilan karena hambmtan oigys

atau numbalan (sik atau hambatan pgeogralis,

Fagian Dua

Frazedur Sidang di Luar Gedung Pengaditan

Puszal 15

Prosedur Leayanan Sidacos di Luar Ciedung Pengadilan

{i] PFengadilan  dapol monyelemggaraxan  silane  de laar geding
Pengadilan berdasarkon pada karakeerisiik jumlats perkara dan

ketorjangzauan wilayah.

-13 - W



(2:  Lokasi ponyelensgarasn sidang di Tuar gedung Peogadilan Japat
dizetapkan melalui koordinasi antars Fergadilan dengan I'vmerinah
Diagrab atau instans: lain,

(2] Penygudilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Taty Usaha

Negora dapat roenyelenpggaraban lavanan sidang di loar gedung

Pengadilar secars bersama-sama sesusi dengan keballuhan.

1H Dalam menvelerngearakan sidung  di lusr pedung IPengadiian,
Frngad:lan secars lerpady; melakukan kourdinasi dengan Pemerincah
Dzcrah atau Kemcnterian, Lembage lain vang berwernans unonk
keperluan pererbitan doluroen-dokurmen sebapal  akibat  duc
Prlusan Peugaditan pade sidang di luar gedong MPenpadilan.

[2] Sidang c1 luar gecung Pengadilan dapat dilaksanalan serara terpadn
dungan lavanan Poshaloum Pengarlilan,

W) Pengadilan dapat berkoordinast dengon lembaga Pemberi Lavanan
Pasbaltuen Pengadilan untuk melakikan tendataan kebuluhan dan
kocrdinasi penyelenggaraan sidang di Naer gedung Ponpadilan vang

wrpadu dengan layanan foebakum Pemigradiian,

Puszl 16

lBuang Lingkyp Sidang dF Luar Gedung Penpadilan

Pergadilan dapat menyelenzggarakan sidang di luar gedung Pengadilan,
khusiusnva  uniuk perkara perkara vang pembukeiarcya  mudah atau
aersifal sederhang,

Pasal 17

Penpemanan Sidang di Luar Gedung FPeopadilan

[1]  Penyeictgpnraan sidang di duar gecung Fengadilan i daersh Vil
memilikl  risike  <camsnan tnpgi  Tapat didampingd  oleh  unit
PENEaIIanan,

(2} it pengamanan dapsar dizelengparakan dengan melakulan kerja

sarra dengan instansi kepolisinn dan/atag unit keamaran scternpat,

Praxal 18
Lokensi Sidang ol Luar Gedung Fengadilan



(1 Edang di luar vedung Pengadilan dapar dlaksanakan dalaen bentul
Sidang di tempat sidany welep atay sidang keliling atau parla lartor
Pemerintan sers Mpat sepertl Kantor Kecarmatan, Kantor KUA
Iecamatan, Kantor Desa, atan sedune lainnva,

2} Dalam ksl teesediz [nszilitga lempsat siding letap sty Lempat sidang
kelling permane: ¥ang dunilila Pengadilan, sicieng i hrar geclung
Pengadilan juga dapan diselenfizurakean d: fasiliisg rersclgd,

[3] Penctapan lokasi sidang rli "oar gedung Pengadilan ditenrukar dari
Nasil koordinasi risn didasarhoas Pada  kesepahaman dengzn
Pemerviotah Daerzh alang tristans] lamn BCLENPat.

(4} Petugas Penyelenpaara sidang o luar gedung  Pengadldilan
mengupayvakan dekorum TUANE persulangan vang dizclenggarakan o
lnar greduc I'eripadilagg.

(9} Ruang dan  lokasi sidang o Toar godung  Pengadilan  haegs
mermiperhatikan  akses wniak penyancang disshilitas, nercmpuarn,

Anax-anak dan nrang Izl Wiy,

Paszal 19

Petugas Penyelengeara didang 1 Luar Gedung Pengadilan

11 Petugas Penyelenpsra sidang i luar yeduny Pengadilan terdics L.
3. Hzwin dan
b. Panitera Pengpanti

123 Sidang di luar gcilung Pengadilan dapal diskuii aleh Hakim Mediator,
Juru Sita, Saouan Pengamanan, dan Pejabid sera seaf 'etigaclilan
laireya sesaal kehoighan,

(= Jwrelah petogas pervelenpasry sidang di Lar pedung Pengadilan
fiscsuzilan dengan kebatuhan dan karakteristik perlearn,

(4]  Pelopas Penyelenpyara sidang di {oar pedung  Pengadiiag walib
mengiknd tala cary persidanFan sesud) derngan lictentuan FCrAiuran
TRrundang-undan gan,

[2)  Dalatn [l sidang di luar peding Pengadilan dilalsaunakun bersamg

Posbalkum Pengadilan, maka potugas Peshakum Pengadilan turwg

s W



zeria di dalam penyelenggars=n sidang sehagaimana dimalksud dalam
Fazal 15 swmpai denpan Pasal 18,

iy Orang alad sckelompok oning selain potugas Posbakum Pengadilan
vang ingin skul serta cnemherikan penyuluhan =akum 4 dalam
pecyelenggarsen  sidang  di boar pedung Penpadilan harus

imenedapatlan idn lerlebih dahulu dari Ketas Pemnpgadalan.

Bagian Tiga

Pemlnayaan dan Pernganpearan

[*fassl 0k

Keeupnnen Siaye Sidang di Luar Gedung Pengadilan

(I} Biays penyelenpgiaraan sidang di luar gedeng Pengadilan dilehankan

kesacda Anggavan Saiuan Pongadilan dan terdicd duari:

3. Bilava tempat persidangan jika diperhskan:

b, Maya perlengtapan sidang fika diperiukan; dan

¢, Biaya perjalanan dinas hakin, pecilers dan petupas  |lainnya
scbhagaimanag dimaksud dalam Pasal 19 ayat {2,

(2] Dalam hal sidang di var gedung Pergadilan mengribn lsertakan
potugas Posoakum Pempadilan, maka  bisya perjalapan  dinas
selagaimuna dimaksud pada ayat (11 hurof o jupa termasuk unouk
oetuga s Posbasum Pengadilan.

(4] Dalamn hal terdapat crang atan sekelompals orang sclain petagas
rusbaloar: Pengadilan vang ingin ikut seriy memberiloan penyuluhan
Bubum di dalemn penyelengparaan sidang 49 luar gedung Penesd:lan
sebugaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayal 18), biaya yvang muncul
litangpung  sondisi nleh orang  arau sckelompek  urang Vi
oorsanpkiutan.

4] fengpunean  anpgeatan  peryelenpzuraan  sidang di luar gedung
Perngadilar  disesuaixan  dengan kebutohan dan karskoedstle

perhara.
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Farsal 21
Medunizme Pengginaan Anggaran Sidang i Luar Gedung Pengadilan

(1] Untuk kepantingan perencanaan, setiap Penpgedilan mencntukan
arggaran sidang di luzar sedung Pengadilan berdasarkan perkiraun
satuan thaya dan perkiraan jumlah sicdeng di baar gedung Penpadilan,

[4]  Untuk  kepentingsn pelaksanaazn, setiap  Pengacilan dapat
menggumalkan anggaran sidang  di loare gedung  Pengadilan
berdasqrkan says akrzal selama tidak kurang dari tarpst fumlah
sidang di luar gedunp Pengadilan dpn tidak molewati Jumlah
kesehizruhan deri anpzaran sidang i lnar gedung Penpadilan TA et L
tersedia. pada  Anpgaran Sslaan Pengadilan dan Keteniuan-
kelentuanya,

3] Berulahara penpeiua@an menyimpan selureh buk-tark pengelaaran
sichiagean bukt pertangpung jawaban keuangan.

it Bendahcra  pengoluaran mencatar semun blaya  yong  telah
dikeeluarkan untuk  sidang di laar gedieng Pengadilan dalsin

prmbukian yang disediakan untuk iy,

BAB W
FOSBAKUM PENGADILAN

Gagian Satu

Lrm

Fasal 2%

Fenerima Lavanan di Pushakum Deogadiian

(1 Setiap orang atan sekelompek orang yang Hdak IMAMD SCCars
ceonomu  danfetan lidak  memiliki oakses pada informasi can
konsublagi hukum yang memerlukan layanan berupa  pesnlerian
informas,  kunsultasi, advis hukum, atau  banluan ok atan
cokumen hukam yang dibutuhkan, cdpat menerima lavanan pada

Posbaiin Pengadilao.



(2 Tidak mampu sebapaimans Jdimalksiyed pada wsyat [1} dibulmikan

dengan melampirkan

=

Surat Ketcrangan Tidak Marmou [SETM) yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa/Larah/Kepala wilayah selungkat yuang menyatalan
bahwa becur yany bersanglearan tiduk mampu metmnhapsr biayva
pCriEara, akau

Surat  Ketcranpgan Tonjangan  Besial  lainnya  seperti Kartu
Eeluarga Miskin (KKM), Kartu Jsminarn “esehatan Masyaralkat
{Jamkesmas), Wartu Beras  Miskino (Faskin), artu Program
Kelvarga 1larapan (PFKH), Karto Bantoan Langsung Tunai (BT},
Karly Perlindungan Sesial (KPS, atau dokumen lainnya yane
yaey berkailan dengan daftar penduduk miskin dalam basis dats
terpadu pemerintah atau vang dikeloarkan olzh instansi lain YHOLE
berwenang unorl memberikan keterangan tidak mampy, atay
Surar perovataar tdak mampu membarar jass advoliat yang
tibuzt dan ditandalanpani oleh Pemobon layanan Posbakizm
Pengadilan dan disetuyjui oleh Cotogas Posbakum Fengadilan,
apabila Pemohon layanan Posbaloim Pengadilan lidakx memiliki

dnkumen sebapaimana disebut dalam hueuf & atau b,

[} Orang atau sekelompok crang scbagaitnuna dimaksud pada ayat |3
adalah pinak vang akan, telab bertindalk sebagar

l.

2
.
4

penspugat pemohon, atan
tergugatytermohen, atan
terdakwa, atau

ERNSL.

Hapgian Dua

Frosedur Pusbakim Pengadilan

Pazal 23

Femberikan Posbakum Penpadilan

(11 Pada scriap Pengadilan dibentuk Poshakim Penpadilan,

(41 Pembenwkan Posbakuem Pensadilan dilakuksn secars bertahap.

- 18



(3

=]

(33

(]

[7]

(1}

(2]

131

Tahapan pembeniukan Posbaloum Penpadilan aleen  disesvailan
drNEAN Derencangan Gan PEREANEEAIan o masing-masing Direktorat
Jdendral dan Badan Urusan folministrasi,

Prengadilan menyodiakan dan menpelols riagngan dun
Faranafprasarana unlak Posbakucon Pengadilan sesua; kernampuan
dengan memperhadisn akses  wnik Penyandang  disabilitas,
PETEMRGAR, anak-anak, dan nrang anjur usia.

Fenpadilan haris menvediakan akses bagi lerdakwa yang TN
dieemnpatken pada ruang tahanan Penpadilac untul biga mchgakses
layanan Posbaliam Pengadilan.

PBagl Pengadilan yang belum mcmidik] anggaran unruk membiayai
kenazama kelembagaan dalam rangka penyelenprarann Posbakom
Fengadilar, Letap berkevwsajiban menyediakan rudangan Posbakom
Fengadilan.

Apabila diperhikan, Poasbakum Perigadilan dapar dilaksanslkan BCCATS
lerpadu dengan petaksanaan Sidang di uar Gedung Pengadilan

sehagairnana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3.

Pasal 24

Pervelengparaan Posbalkum Fengadilan

Posbakum  Pengadilan heropergsi  sesum dengan ketentuan
Pergadilan pads hari dan jam kerja Pengadilan,

Eelva Pengadilar: akan mengatur  jadwal dan  jumish Petugas
Fosbakur: Ponpadilan selie s harinya.

Fengaiuran jadwal dan jumlan Petugas Posbakum  Pengodiian
sebagaimana diemaksud pada ayalb {2] cisusan dalant kerjazama
kelembagaan  dengan Leribagn  Pemberi  Layanan  Posbeloam

Frngadilan melalul proscs yang tevhika dan bertangrung jawat.

FPasal 25
Jenis Layanan di Poasbakum Peogadilan

Pesbakum Pengadilan memberikarn lavanan berupa:

&,

pemberian inferinasi, konsultas?, atan advs huakoa,

- 15 - W




b, bacluan pernbuzean dolagmen mikum yanp dibutisbkan.

“.  penyediaan informasi daftar Orpanisasi  Bantuan  Hukum
sebagaimana dimaksud dalam UL Ne 18 Tabun 201 Tentsng
Bantian Hukum atau orpanisast banfusg hubum atau advekat

lamnya yang dapac memberikar bentuan hukem cuma-cima,

Posnl 26

Rerpasama Kelembagaan tlengae Pembier] Layanan Poshalaim Fonpakilan

=] Rerjasama xelembagaan dengan Pemberi  Layanan  Posbakum
Pengadilan sebagannana dimalsud dalam Pasar 24 ayat (3 wajib
ditakiuian Pengadityn dengan Lambaga berupa:
4. Lembags mosverakar sipil penyedia advekasi hukum: danfaran
b Unit xerz advokasi hukam pada {hpanisasi Profesi Advolat:
dan/ata
¢ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hulogm Pergurtian Tingpi.
(L} Kemasama sebugaimans cimaksud paca aval (1) dupat dilakulkan
Pengadiian dengan lebib dari saty lembaga,
[3)  Prengadilan yang dalam wilavah hukumnya tidai terdapat Lembapga
sebagaimana ditnaksud pada ayat (1], sementar: dopat bekerjasama
secara perarangan dengan Advokar.

[4)  Advokal dapat membentuk tio yang terdirl dari S8arjana Hukum ata

ORI R A s Tt

Baurjana Syariah yang borada di bawah tangrung jawab acdvolart

dalar hal kerjasama perorangan.

Ao bt e

(% Dalam kai Penpardilan tidak dapat melakukan kefa sama denpan

advokat sebagabmans  dimaksid 3 dalam ayat {3}, [Pengadilan

- [hth

sementara dapal belesjssama secars perorangan denpan Sarjana
Hukum dan Zarfana Syariah.

(B] Kerjasama  kelermbagasn  dilakukan melalui susiu  perjanjian
kerjasama yanyg berlaku dan dicvaluas] semisd tabun HPEArAL,

7Y Dalam hal keresama denpan Pemberi Layeaan Poshakum Pengadilan
rcrpaksa dilalglan aementara detgan PErSSUTANEAN  satmbil
meoungzu adanya Lembopa vang memenuhi svaral sebagaimana

cimaksug dalam ayal (1), maka dilakulee melalui sustu perfanjian

.26 - ‘-'W




kezasama yang berlaku den dicvaluasi tniuk satu tahon ANREATAL

saja.

T*asal 27

Eriteria Lembaga Pemberi Layanan Poshakum Pengadilan

Lembuapa yang bekarjusama denpan Pengadilan untuk menjads Pembier

Layanan Posbuakum Pengarlilan schapgaimans dimaksud dalam Pesal 26

harus memenuhi kriteria scbapai berilut:

a. Rerbontuk badan hukam

k. Berdommisill di wilayal hukur Pengadilan

<. Menmihila pengalaman dalam menanpani perkara dang atau heracara di
FPrenaaditan,

d. Memiliki minimal sans orang Advokal.

£ Memihki staf atau anggota yang nantinya berlugss di Posbaloam
Pengadidary wyang bergelar minimat Sarjana Hukum atau Sarjana
Swariah.

{ Lulus tes kualifikasi vang ditctapkan sieh Pengadilan,

g. Apabilda menvertakan  mahasiswa wvncook bertugas di Posbakoom
Penpadilan, barus vang leiall menempute 149 8RS dan lulus mats
kulish Hukum Aeara serta [Frekick IIukem Avara dan sclama hertlagas

ada Jdi bawah pengawasan seorang Advokar atan Sagana Huloum aran

Harjana Syariah.

Pazal 28
Kewaliban Pemberi Layanan Posbalkoum Pengadilan

Kewajiban Pemberi Layecan Posbalum Pergadilan dangatan Pelugas

Vozbakum Pengacilan adalah;

(11 Mamberikan layanan vang profesional dan bertanggunpjawal

(2] Yang dimaleud engun profesionel sehagaimana dimalosud pada ayat
il adalah hersungguk-sunggute dalam memberikan  layanan
berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tinpkat pendidikan

Permber: Luvanan Poskakum Penpadilan sebagai orang vang relah
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mearniliki ixin advoliar mran gelar Sarjana Hukum atau gelar Barjany
Syariah,.

37 Yang dimaksud dengan bertanppungiawab sebapaimans dirmudesud
Pada ayal (1] adala memberikan [ayiran yvang berdasarisn pada
L) pengeeatizan hultum, baik hukum materiil mAEUpIn huakam
formil zecara sebalk-haiknys daon hersedia menatgennge akibar dao
Pelaksanaan lavanan yarg diberikannym,

(4 Memberikan informasi aukum dan informas: lam Vang torkalt secar
jeias dan zlasrarc.

9] MemBerikan konsultasi staug Acvis  ulkum  yang seimbang dan
leamprebensid

6] Yanp dirwskswd seimbang  sebacaimana pada ayat (5 adalah
mengutamekan  kepentingsn Penerima Layanan  Posbakum
Fengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa inenjatuhkan rihak lain
atéu mengeunakan cara-cars vang tidak dibenarka nosecara hukum,

{71 Yang ¢imalkaad tlengan kompreliensif sebagaimana peda ayut =
adslah  memberikan  konsollass ataun adtis kukum yang
memperhatikan segaia aspek dari hukum marcerdil maupun hulkum

loreil  selinggn  Poperimag Lavanan Poshalourm Penpadilan dapat

3 i i TRl RN LU L R

moricapal  keadilan ¥ang  schaik-bailanrn  dalam tenjalankan
porkaranya.
(8) Tatam hal Pengadilan  bekerasama dengan Lembaga  Pember
Tayanan Poshaleam enpadilan, pembuatan dokumen huloam yang
3 diakukan oleh Sarjans Hukum  atau Sarfana Svariah  wajib
mendapatkan persetuiuan tertulis lehik dehulu dari Advokat pada
. Lemlwga Pemnberi Layanan Fosbakum Penpudilan vang bersanglouran

schelum  discrahian kepada  Penerims  Layanan  Poshalkum

Fengaddilan.

™ Merahasiakan segaln sesuaiy vang diketahui atau dipercleh dari
Penerima Layatan Posbalkum Pengadilan.
{10] Merjalankan Prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang

disabilitas, perempuan, anuk-anak, dan vrany lanjut usia,

I "'W




[11;

[}

[13)

1]

Menghindari  kanlhk kepeatiegan  dengan Peneritng Lavanan
Posbakurm Pengacilan .

Membuar  laporan  dan mendokumentasikan  berkas Fenerima
Lavanan Posbakicn Penpadilan Lnluk diserabkan kepada Keruaa
Penpadilan,

Boxorja sama dengan potligas Peopadilan yung ditlunjul Kerua
Pengadilan  dalam menjaga can rmemelibaras . letertinan
penvelongearaan dan saranz dan pragarana Fosbaknim Poupadilan.
kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbal:m Pangadilan melakulkan
pengawssan  hersamis-soms  denpan Ketos Pernpadilan  terhadap
kualizay layanan yasp diberikan Petugas Posheliun Pengadilan dart

lembagania.

Masal 20

Hak Pemberi Tayonan Pesbakumr e pAd ar

Dalain menialankan kewalibannyw  Pemberi Layanan  Poshakum

Pengadilan berhak atas:

a,

I

Sarana dan presarang ¥ang menunjang kegialan perrberian layansn
huloars dio Pengadilan.

Imbatan iasa yang diberikan sccara presm olen Peogadilan dari
anpggaran  ssluan Pengadilan berdasarloac perjanjiun kerjasama
£elernbagann.

Merdupatkan buokti, informasi, dan fatau kelerzngan terkail porkara

securd benar der! Penerima Layanan Posbalknm Penpadilan.

Pasal a0

Laranpan bagi Pemberi Lavanan Fosbakoym Penpadilan

Dalart mermberikan lavanan  Pembes Layanan Poshualiun Pengadilan

dilarany anoak;

.

Membaedakan peelakuan lernadap Penerinin Lavapen  Posbaloum
Pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama, palilik, ketlirunan,

ras, 2iau latar belakang sosial Aan Bradeya.
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Beialiuxan  diskriminasi terbadap Peonerima Layanan Posbakum
Penpadilan  karens  yang bersanplkutan penyandang  disabilitgs,
PErETAPUAD, anak-analk, atau orang lanjut vsia,

Membwrikan informast, konsullasi dan adyvis bukum vang tidak
memiliki dasar huloam matersil aupLe fidak sesual denpan hukum
lnrmi..

Memberikan dokuroen hubomn “epada Peneritma Lavanan Posbalogn
Penpadilan antuk diguealan dalam porsidanpgan tanpa FoTseli sjuan
tortiliis lebibh dahualy dari Advekat pada Lembapa Pember Layanman
Fosbakum Pengadlilan terkait,

Membuka  rahasia  Penerima Lavarian  Pusbakum Pengadilan
sehubungan dengan perkuranyva.

Memberikar layanan kepada pereengal/ penohon - dan
terpugat/lermohen  dalam  satu berloas perkara  oleh  Petupas
Poasbakum Pengadilar, FROE sama.

Memberlkan informasi, kensultasi, atog advis bukum yang tidale
Lerkuabitus, wang secara berkaly akan dievaluasi olch  Ketua
Pengadilan  dan  Kepala Lembagy  Pemberi Toyanan  Foshakum
Pengadilan yang becsan Elatan.

Membuiat kesslahan fatal dalam pemiriztan delumen bukum yung
mengakibatkan penerima lavanan Posbaksm Peapadilan dirusikan
dalarn persidangan,

Menetima  atan meminla bnbalan deitlam  bentik  apapun dari
Penerima Layanan Posbakum Fengadilan danfatau pihak Jain YAng
terkail dengan perkura vang bersanglitan,

Meminta biaya atas laysnan yang diberiltan  kepads Penerima
Layanan Posbakum Pengadilan,

Memberican janji- janji sehubunpan dengan layanan aray perkara
Eerbeain

Menjarnin kepada Penetima Layanae Posbakum Peogadilan bahwa
perkara yang dilanganinya akan TILETALLE,.

Mengpunalan zarana dan rrasarans Posbaloam FPengadilan untuk

kepentingan pribadi atau lembags pember layanen aran kepoulingan
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lain yang udak sgjalan denewn kepeulingan pemberian lavanan

hulaaern.

Pazal 31

Meokanisme Sanksi hagi Pemilweri bavanan Posoaloy Penpadilan

Rerdasarkan aduan satau kelulan yang masuk, Kewua Penpadilan
mealcakar klarifikasi dan/atau pemeniksaan  terhaday  Pemberi
Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan:

2. Mekaniame pengawasan dan perlangguieiasaban sebagaimana,
dimaksud dulan: Pasal 36, tlanfatan

2. Melaanisme  pengaduan atau keluhan sebapaimana  dimalksad
dalamr: Pasal 41.

Troses klarifilkasi danfatan  pemeriksaan selwmpaimans  dimalksud

pada avat (1) dilakukan dengan tetapan beriloy;

T Ketua Penpadilan mensirimlean surar kepada Petugas Posbalmm
Pegadilan dan/araw  Kepala Lembaga  Pemberi  Layanan
Pozbalourn Pengaditun mengensi dugaan polangparan kewajiben
dan larangan sebagaimana diarur dalam Pasal 28 dan Pasal 90,

b Kepala Lembaga Pemberd Lavanan  Presbakum Pengaditan
darnfatau Petigins Posbakum Pengssdilan sepengetahuan kepala
lembaganya memberikan tanpaapan paling lambat 7 [hajuhl hari
seteleh tangpal poenorimaan surat dari Ketg Peopudilan.

. Ketua Pengzdilan duapat memanggil dan meminia keteranpgan ljzan
darl Petugas Posbakum Pongadilan tan/atau Kepala Letnbaga
Fremberi Luvanan Posbaloam Fengadilan yang diduga melalykan
pelanpaaran,

Berdasarkan  hasil  klarifikssi  dap/atau pemeriksaan denpan

meomperiimbangkan rangpapan Kepala Lembwps Permberi Lavanan

Fosbakum  Penpadilan dan/atau  Petugas Posbakuem Pengadilan,

Eetva Pengasdilan dapat menjatuhkun sanks berupa:

a. Penngatan lisan;

k. Peringzran lerrulis:

2. Perrberkbentian sementary;

. Pexutusan hubungan kerjasama kelembapunn,
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(1]

i)

4]

(]

Pasal A2

Mekanisme Peinberian Layvanan di Fosbakm Petgadilan

Crang atun sekeolompak arang mengajukan permohonan kepada
Fosbakum Peapgadilan dengan mengisi formulir yang telab disediakan
dan metnberikkan persyaratan yany diperlulan.

Orang atau sckelompok orang yaoy sudall mengisi foreoulir dan

memenuhi persyaratan sebagaimans dimakgd dalamn Pazal 22 ayat

v=) dapat langsun:e menerioms layanan Poabakum Prngadilan.

Pembert Layanan Pusbah.:mn Pengaditan akan mengksmpilas) berkas

perHarad Penerima Lavanen  Poshalonm Fengadilun  sebagni

dokumentasi Pengadilan yang terdin daori

a. Formulir pormohaonal.

L. Dokuwoen pecsyaraten scbagaimana dicsisud dalam Paggyl 22
yar (2]

<. Kronalegls perkara sepseri tangpal dan apenda persidangan.

d  Dokumen hukum vang teiah dibuat i Posbalon Penpgadilan,

. Pernyataan teiah diberikannye layanan vang ditandatangani olel
[Fetupas Pesbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakim
Penpadilan.

Aprabila Penerima Levanan Poshaloam Fengadilan  tidak  songgap

meribayar biaya perkard, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan

memberikan Iermulir permchonan pembebasan biaya perkara untuk
aiajukan kepads Ketua Penpadilan.

Apabily lererima Layanan Poshalkum Pergadilan  mecnerlukar

banluan hukum berupa pendampingar di sidang pensadilan, maka

Ferugzs Prsbalum Pengadilan akan memborikan informe i mengetal

prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organiaasi

Barntuan Hukum sehagoumans dimaksod dalasm D Mo 16 Tahun

201 Tentang Bantuan Hubwm atan organisasi banitan fokmm aun

advokar lainnya yang dapal memberikan bantuan hakum CUITLA-

LA,
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*h

Bagian Tiga

Pembiaysan dan Pexpangraran

Pasal 33

Pengadaan Surans dap Prasardi

Fengadilan  ruelakokan PeURNadn  saranag dgp Prasarand  yang
ciperiuban untyi e nang Peryelenpgraraan Posimlogm Penpadilan
Pada salah saty HAngaEe: vang telah disediskan dalam Fengadilan,

Pengadasn  sarzna der prasarang bagi  Posbakym Feensadilun

tl:beban kan kepady Angparan  Haluan Pengariilan  dan sedanat
Mg in terdiri dari:

a. Mehel
. Komputer:
o Mesin prister ;

d Penvejuk Ruangan

c. Alal Talis Kantar,

Fasna] 34

l'enghilungan Imbalzre Masza Bagi Pember Layanan Poshalogm Penpadilan

vl

12]

(1]

Besarnya ‘robalan Jasa diberikan aleh Pengsdilan kepada lembapa
Fember, Layanan PosbBaltuimn Pengadilan berdasarkan pada lamanya
waltl: lavanan dan 1amlah Petigas Posbakym Pergadilan yang
disediakan lembagn  dalam menbensan  luyanan FPoshakoum
l'engadilan.

Ketenovan besarnya imbalan Jusa ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

feiu2i dengan ketentuan nengenal stanela- Ltaya yang berlaku.
Praszal 35

dntuk kependegzan Perencanaan, seriap Pengadilan meneniukar
Anggaran Poshakum: Pengadilan berdasarkan perkiraan sainan bass,

perkiraan  zeburuhon SArNA  dan  prasarang, PETIKIraEn  waliy

W



[

i< ]

(1)

]

bayaran Poshalurm Penmadilan  dan Mmrmlah  Petupas  Posbakom
I'cngadiian yang diperlukan.

Untuk  kepentingan  pelaksanaan, sidiap Pengudilan dapal
menggunalksn anpgesran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang
dan larpet wakiw lavanan Poshaloum, Pengadilan dan bdal melewati
jurlan  kesclurubac dari sneparsn Posbakum Perpaudilan  yang
tersedin pads Anpsaras Satuan Penpadilan  dan ketenruan-
keteniuannya.

Panitcray Sekrearis selako Kuaass Penpgura Anggaran, hecdasarlkac
sLuratl ponagihan dan capalsn kerja Petugas Poshakum Fengadilan
danistan Lembaga Pemberi Lavanan Posbalaio Pengaclilan sexoai
leesepakalan dalam penanjian kerjasama, membuant Sucat Keputusan
bahwa imbalan -asa terscbut dibebankan kepada Angparan Satuan
Pengad:lan dan selanjuinys menyerahkan Sueat Keputusan lerschut
kepade Bendabara Pengeluacan sebagal dasar pembayaran.
Bendukara pecpeluaran membayar imbalar jasa kepada Petugad s
Pasbekurn Pengadilan  danfatan  Lembaga  Pemberi Layanan
I'osbmbevm Teepadilan denpan persetuiuan Kuasa Pergguna

ANETArEn.,

BAT VI
PIENGAWASAN TIAN PERTANGUU NG IAWARAY

Haszal 36

Pengawasan  terhadap  penyelenpgaraan Layeansn Hukum bagi
fmagysrakar tical mampu 4 Pongadilan dilakukan olsh  Kerua
'engadilac,

Ketua Fengadilan hertanggung jawab dalssn pelaksanaan Lavanan
Hukumn bogl masyarakat tidak mampy yang efckeil, transparan dan
sesudl asas dan {wjuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan
Mazal 2.

Fanitera  Pengodilan  membuar Tk registrasi kbusus  untulk
mengontodd  pelakeangan pemberian Layanan Hukwm byeaped

masvarabktal lidale smarmpu berupa Pembelbaszan Bigva Perkora dean

- 2 - W
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(3]

&)

1]

18]

peiyelenpuaraan Sidang di Luar Gedung 'eopadilan vang dilaporkan
kepada Ketua Prngardilar,

Punitcra Pengadilar melakukan  pengawazan  harian tcrhadap
Jjalatieas Posbakwm Pengadilan dan melaporkannya pada Wetua
Fengaditan.

[etugas Pasbalois Peagadilan mengisi Buku Eepisirasi Khusos yang
disediakan  Pensadilan. mengenai ponvelenpraraan Poslybum
Pengadilan yang dilaperkan kepada Ketua Pengacilan.

Faasa Ponggutoa Angparan menyimpae selurch buelei penpeluaran
anfiRaren sesual kelentean.

Bewdahara penpeliuaran melakukan pembukoen seliap tramssaksi
leewangen unmik penyvelengraraan Laysnans Hulkumn Hagl masyarakart
Fidak mampu.

Untuk kepentingar: peningkatan penyelenggaraan Layanan 1Tukum
bagi masyaraknl tidak maompa, Penpadilan dapat  memberikan
bimbingan teknis gepada Petupas Poshbakum Pengadilan dan
lembaga Pernberi Layanan Posbakum Pengadilan dan pilink-pihak

a1 dari funr Pengadilan vang leslibac,

BAB VI
FENCATATAN, PELALGRAN DAN SISTEM DATA

Fasa: 37

Penpadilan  menualar penyelengearasn Layeman  Huloom ST
tmagyzeakat tidzk mampu secara rurin yang setwlqknya memuar

keterargan keterangan, vong terdirl dari;

E‘:

Ferenma Layanan

I Tonggal pengajuan permohonan;
i, Nama pemolion layanan;
i, Usia poemohoen layanan;
v, Jenis kelamin pemohon Tayanan,
7. Pekerjasn pemohon gyanan;

vi.  l'mnghasilan pemohon luyanan per bulan;

o M/



(1]

vii.  Kondizi khusus peowhion layuran bila zda;
lr. Kegialan Layanan
1Jems isyanan hukem vang dimohonlkan;
i Jumlab dan cenis perkura vang dihebaskan Liavarys,
jii. Jumigh sidang di luzr pengadilan beseres Junlah serta jenis
perkara yang disidangkean;
v Bnnlab jam lavansn poshaiknm:
“. Jumlah pertmobonan pembebasan biaya perkara yang ticule
werlavani dan penychabnya;
Vi Jumlah pemohon lavanan untuk siedang i luar gedune
pengadiian yang 1idak teclayani dan penycbabmya;
vil, Juinlah permehanan Posbakum Pengadilan  yanp  ndak
terlavani dan penvebabnya; dan
¢ Ha! hal lain yang dirnsalan nentng oleh Penpadilan.
Panitera Pengadilan dibariu nieh Petugas Pengadilan yang btk
Ketua  Pengadilan bertangging  jawab  mwlakukan pencataran
Femuberian Lavanan | hooum Lagl masyarakal tidai mampy barup
Perubebassn Biuva Perkara dan renyelengparaan Sidang di loar
Gredung Pengadilan vang dilaporican kepada Ketun Fengadilan setiap
Lalar.
Pelugas Posbakum Pengadilsn dibariy olel) Petugas Penpadilan yAang
ditunjuk Keoza Pengadilan Derttanggung jawab melzkukan peneatatan
pemberian Lavanan i Posbakum Pengadian yvang dilaporkan kepada
Kietiix Penpadilan setiap bulan, termasuk layuwnan vang riberikan di
Posbakum  Pengadilan vang  dilakikan  secarg lerpadu denpan

oelaxssnagn Sidang di Laar “eding Pengadilan,

Pzasal 38

Panitera!Sckretaris dibantu oleh Potugas [Peagadilan yang ditunuk
Ketua Penpadilan  melakukan pencatatan  lebih  lanjuc terhada
bejalanny: Lavanan ukim Bagl cmsvarskat cidak mampu alas

pertnohonan yaonp  disjukan pada  sistoin dsba vans  memual

o M



l{l':|.+".“rELJ'JE,HI.".'k!:Ll:“]'FJnga‘:‘J sebagatmana  dimakand dalam  Pasa] 17

citambah denpan kqtterangan-}-:ﬁtcrangan sehagai bernkur:

A. Jdumlah anesgaran Pemlebasan hiava perkara ¥ang tersacdiv, yang
dipurakan, jumlah penerima layanan, jumlak pemohon myanan
¥rang idak lerlayvani dan rincian Pengautaantya;

B Jumlah anggarsn sxlung oi luar gedunge Pengadilay Yany torsedia,
¥eog  digunalkan,  juembtah penenima lavanan  dan rincian
PR ERT TV

G Jurlah sngoaran Poshakum Pengadilan ¥vang fersedia, yeng
igunakan, jumlah penerima tavaoan, jumlan pernohon layanan
YATIE Cie]als teriayani dan rinciar PENEIUNAANDYS; dan

¢ Jumlak pernerima layanan dalaa  butir a, b dan o yang
peryelengmraraan lavanannya  tidals MENEEEAkin Angeara
Hatusn Penpadilan atay Berasal darm sumber lain selapaimana
dimalezsiid dalam Pagal B ayat (7).

(2] Procatatan sebagpimang dirnaksud pada Aaydl (17 dilakulan delam

Huxv Regisicr Lavanan Hukur bapi masvaraks: tidak marnpy i

Fenpgadilan.

Pasatl 39

Wakil Paniters dicanl:, aleh Palugas ergaditan Fang diunjulk Eelua
Fengaditan  rmelaligkan releopitulasi Pelaporan Layanan ITukwn bagn
rmasyaruleat ndak inampo setiap bulan Lerdasarkan dats Pencatalan ke
rlalain Bisrem Dara Lavanan Hulear bagi masyvarakas tidak Mampy scoars
clzktronik metalui siuzem teliialopt informasi torling ¥ang diterapkoan oleh

IPezipadilan,

Prsar 40

(11 indormnas SHEITEAL  atau rokapitulasi Pelaporan yaoe  tidul
enampilan iderititas panerima Byanatt sebagaimana dimaks: d

dalam Paszi 37 sampo; cdengan Passl 39 terbuka vk LML,



i)

11]

{2

()

4)

=]

7)

Fanduan pelaperan dan sisiem dagn sebagaimana dimaicsud dalam

P'asal 37 sampa; dengan Pasal 3% akan diaar lehiks lanjul di dalam

Petamjuk Texnis,

Gag vl
MEKANIGME FENGATDUAN, PENYAMPALAN KELLHAN
DAN PENYELESAIAN MASALAN

Pasmi 4|

Masvaraleas penerng lavanan herhak menvampaikan  peopaduan
alav keluhan atas kualitns lazanan yane burink argy pragtels -praktik
layanan vang Menyimpang darl keten®san Layanzn Hukum b
nasyacakar tidak mamou & dala: pedrirman ini.

Peogadunn atan PERyampaian delubon selupaimans dimalesiid pads
ayal (1) dapat disompaikan pada Kzlua Pengadilan dengar menmis;
farmulis perpuduen ¥Aang tersecia Jan mengembablikannys  pacla
katak aduan yang tersedia di Pernpoudiian.

Formalir Pengaduan  alau penvammpaian kel ban sehagpimang
dimaksid puda ayac (2) disediaksr Penpadilas  di SO Medjs
Inforemasi.

Semua  formulr penpaduan atay Senyampaian  keluhan dijaga
kerahasiennnva,

Dalam  hal Pelupas  Meoa  Informssi atey Polugas  Posbakum
Fenpadilan rocmerima Mmasyarakat vang menyampaikan aduan gty
keihannya, maka wajib Mengaretkan arang yang berzanglogtan
Daca [Lrmuir sshagaimans dimaksid prda aval [3)].

Petiygas Meje Informasi atay Psiugas Poshakum Pengadilan dapai
memoantil maesvarekat menpisi fornmabic prngaduan atan
PEOYamuaian  keluhan  selarra fidalk mengandung konllik
kepontingan.

Prtugas Meja Informasi aimg P LEes Pasbalkim Pengadilan dilurang

FICHCAMPIS wtal, mesmpenega rihi isi aduan atsy keluhan



Fasg] 42

(11 Kema Feagadilan WAjil SCCArd rUtin merneriksy aduan atau keluhan
yange masuk dan merprosesnya paling lambat 14 {tmpal belas) har
setelal langpal masuknva adusn atay kelithizn.

I?]  Kelua Peornpadilan wajily menpanihbil langlkah-langkah penyclessian
rmassiah vang dinerlukan sesuad dengan mekanisme dan prCIaturan
¥ang  berlaku, dan mevginlormzsikan  proscs  terseimt kepada
Mmasyaraxal yamng menyzmpaikan adusn atau keluhan terkait

3] Aduan atau keluban lerhadap Posbakosm Pengadiian diselzgaikon

stdual prosedur sebagaimana dimsleayd daiam Fasal 31.

BAT 1K
KETENTUAMN PENL 1P

Fasw] 42

Dengan berlakanya Perarursn Mahkamah ABLNg ni, waka BSurac Frlgran

Mahkamah Ayung Nomor 10 Takun 20 |0 dinyatakan tdalk berlalu.

Pazal 43

Hal-hal yang belum diatur dalarn Fedoman ini akan <ditentulan kemudian

olely

(1) Retun Namar pada masing-masing Linglutopan Peradilan  pa il
dzlarm hal-fal yaoy berhubungan dengsn aspek teknis judizial; dan

(2] Sebkreraris Mahkamah Arung BT dalsm hal-hal yang berhubungan

dengan asoel non teknis judisial,

Pasal 4=

Poeraturan Makliamaly ARUTIE ini mula) berlekn pada tanggal diundanglan.

=34 -
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Apgar  setinp  oranp mengetahuinya,  memerintahkan penpundangan

Peraturan ini tenpan penempalannya dalam  Berta MNegara Republik
[hdonesia
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pada tanggal - 9 Jaouarl 2014
KTCTUA MAHKAMAT AGUNG
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todd
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